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ABSTRAK

Perjanfian pengadaan kawat dan kabel ini dalam pelaksanaannya merupikan suaty perjanjizn jual beli
vang diatur dalam Buku 111, Paszl 1457-1540 KUH Perdata. Dalam pelaksanaan perjasjian lersebuat seringkals
Gitemui kemungkinen timbulnya permasalahan-permasalehan dantara para pihak, baik karena wanprestast.
avermacht atau hal-hal lain baik yang disengajn maupun tidak vang dapat merugikan salah satu atau kedua belah
oilizk, Maka diangkat mengenai pelaksansan perjanjizn pengadaan kawat dan kubel antara FL PI.N (Tersero)
Wilayah Sumatera Burat dengan CF. Onenov sebagai judul skripsi, dengan pokok permasalaban, vaile prosedur
cenunjukan CV, Onenov dalam perjanjisn pengadaan kawat dan kabel dengan PT. PLN (Persern) Wilayak
Sumatera Barat, pelaksanean perjanjian pengaduan kawat dan kabel antara PT. PLN i Perserc) Wilayah Sumalera
Barat dengan CF, Onenov dan kendala-kendaly dalam pelaksanasn perjanjian pengadaan kawat dan kahel anlara
T, PLN (Persera) Wilsyah Sumatera Berat dengan CF, Onenov. Metode pendekatan masalah yang digunakan
sdalah pendekatan vang bersifat yuridis sosiologis, sifat penelitian bersifat deskripnf, sumber data didapat melalut
senelitian perpustakasn dan penelitian lapangan. Dari penelitian perpustakaan didapat bahan hukum primer.
-ckunder dan tersier, Jenis dita yang dikumpulken adalsh data primer dun data sekunder. Metode pengumpular
‘ata dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperolch diolak
dengun proses editing yang dilanjutkan dengan analisa secara kuslitalil. Dard penclitian dan pembahasan yang
Silakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur peovaringan CF. Onenay dalam perjanjian pengadaan kawat dan
wabel dengan PT. PLM (Persero) Wilayuh Sumatera Harat mengpumakan metode pemilihan langsung yant
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BAR I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Permasalahan

Mepara Republik  Indonesia  sebagai  suatu  negara  yang  sedang
berkembang, pada saat ini sedang giat melakukan pembangunan . Pemerintah
melakukan pembangunan i sepala  bidang  yang dilaksanakan  secara
berkesinambungan, baik sarana maupun prasarang, seperti pembangunan dan
perbaikan jalan, jembatan, perumahan rakyat, pedung-gedung  perkantoran,
sekolah. dan fasilitas-tasilitas wmum lainaya

Pemerintah sefalu mengusahakan pembangunan tersebut dapat dilakokan
secara optimal, baik dengan pembangunan  jangka pendek. jangka menengah
maupun jangka panjang. Salab satu usaha pemerintab adalah dengan menunjang
pengadian barang atau jasa di lingkungan Departemen atau lembaga Pemerinuah
di pusat maupun daersh, Badan Usaha Milik Megara {BUMN] dan Badan Usaha
wilik Dracrah (BUMIY).

Dialam melaksanakan pembangunan tersebut salah satu usaba pemerintab
adalah dengan cara pengadaan harang vang sering dilakukan dengan mengadakan
kerjasama denpan pibak swasta, Barany tersebut merupakan alal atau sarana yang
dapat menunjang kinerja pemerintah untuk melayant masyarakal yapg umumnys
berpedoman kepada Keputusan Presiden MNomor 80 tahun 2005 tenlany Pedoman
Peluksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang teluh mengalami empat
kali perubahan dan vang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2000

entane Pernbahan Keempal Atas Keputusan Presiden Nomor 80 taiin 2003



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Namun ada
BUMN-BUMMN tertenty yang memiliki aturan sendiri mengenai  pedoman
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkunpgannya, seperti pada Perseroan
Terbatas Perusahaan Listrik Megara (PT, PLM (Persero} ) vang berpedoman
kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K0HNDIR F2004,
tangpal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT,
PLN  (Persero)  dan  Keputusan  Direksi  FL. PLN  (Persero)  Nomor
200 K01 0/DIRA2004, tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman
Penpgadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN {(Persero).

Perseroan Terbatas Perusabaan Listrik MNegara (PT. PLMN (Persero) )
adalah saksh sa BUMMN, vang melakukan pelayanan di bidang ketenagalistrikan
kepada masyarakat selain mencart keuntungan, dimana menurut ketentuan Pazal |
avat {1) Undang- Undang Momor 19 tehun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Megara;

Badan Usgha Milik Negara, yang selanjutnva disebut BUMMN adalah

Badan Usaha vung seluruh atan sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penvertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan

negara yvang dipisahkan,

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 avat (1) Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985 fenlang Ketenagalistrikan yang dimaksud denpan ketenagalistrikan
adalah sepala sesustu vang menvanghkut penyediaan dim pemantaatan tenaga
listrik, Untuk memperlancar dan meningkatkan kKinecja Perseroan  Terhatas
Perusabaan Listrik Megara (PT, PLN (Persero) 3 dalam memberikan pelayanan
kepada masvarakat di bidang kewenapalistrikan, Perseroan Terbatas Perusahaan

Listrik Megara (2T, PLN (Persera} } sering mengadakan kerjasama dengan pihak

|



gwasta untuk pengadaan barang untuk memenuhl sarana dan prasarand yang
dibutuhkan oleh Perseroan Terbatas Perusabaan Listrik MNepara (PT. PLN
(Persero) ), seperii yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrk
Megara (PT. PLN {Persero) ) Wilayah Sumatera Barat dengan Commanditaive
Venmooiseiap (CF) Onenov dalam peluksanaan perjanjian kawat dan kabel yang
dalam prakteknya perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian jual
beli.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak vang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan swatu kebendaan dan pihak yang Jainnya untuk membayar harga
yang telah dijanjikan. Dalam hal ini Perseroan Terbatas Perusahasn Lisinik
Megara (PT. PLN {Persero) ) Wilayah Sumatera Barat bertindak sebagai pihak
pembeli sedangkan Commanditaire Fennootsehap (¥} Onenov bertindak schagas
pibak penjual, namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut seringkali ditemui
adanya kemungkinan timbulinya permasalaban-permasalahan diantara kedua belah
pihak baik karena adanya wanpresiasi, overmachl atau hal-hal lain baik vang
disenpaja maupun tidak yang dapat merugikan salah satu atau pun kedua belah
bk

Berdasyrkan hal-hal vang telal divraikan diatas peneliti tertarik untuk
menpadakan penelitian lebih lanjut dalam svatu skripsi vang diben Judul
SPRLAKESANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KAWAT DAN KABEL

ANTARA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA



(PFT. PLN (PERSER() ) WILAYAH SUMATERA BARAT DENGAN

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) ONENOY™

B. Perumusan Masalah
Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa hal yang menarik bagi
penulis untuk dikaji. Beberaps permasalahan tersebut adalah sebagai berikut |
1. Bagaimana prosedur penvaringan Commanditaive  Vernootschap,  (CV)
Onenoy dalam perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan Perseroan
Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT, PLN (Persera) | Wilavah Sumatera

Barat .

ra

Bagaimana pelaksanaan perjunjian  pengadsan kewat dan kabel antara
Perseroan erbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero) } Wilayah
Sumatera Barat dengan Compmanditaive Vennootscliap (CF) Onenoy.

Apa kendala-kendala vang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian penpadaan

[

kawal dan kabel antara Perscroan Terbatas Perusahaan Listok Mepara (P11
PLN  {Fersero) ) Wilayah Sumatera Barat  dengan  Comenandiiaire

Fernootschap (CVF) Onenoy,

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dan peneliban acdalab sehagai berikat
o Untuk mengetahoi prosedur penunjukan Commandiigive Venmoorschap (0]

Onenoy dalam perjanjian pengadsan kawat dan kabel dengan Perseroan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran Umum Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (FT.
PLN (Persers) ) Wilayah Sumaters Baral

1.1. Sejarah dan Perkembangan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik

Negara (PT. PLN {(Persero) )

Pada tangeal 27 Oktober 1945 melalui Ketetapan Presiden Republik
Indonesia Mo, /511945 tangeal 27 Oktober 1945 dibepiuk Jawatan Listrik dan
Gas yang berkedudukan di Yogyakarta, Pada tabun 1950 Jawatan Listrik dan Gas
diubah menjadi Jawatan Listrik dan Gas milik Kolonial Belanda. Pada tabun 1933
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 tentang Nasionalisme Perusahuaan
Listrik Milik Bangsa Belanda, vaitu jika konsesi perusahaannya telah berakhir,
maka beberapa perusahaan listrik milik swasta diambil alih dan digabungkan ke
Jawalan Tenaga Kerja.

Kemudian pada tahun 1958 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Pemerinish  Republik  Indonesia  menerbitkan  Undang-undang  tentang
Masionalizasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Fepublik
Indonesia Momor 18 Tahun 1958 lenfang  Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan
Gas milik Belanda, Berdasarkan Peraturan Pemerintzh  tersebut  Pengusahs
Perusahaan-perusghaan  Eistrik  dan  Gas (P3LG) menangani  proses  alib

kepemilikannya,



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
1961, dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusshaan Listrik Negara (B3PU-
PLN} vang mengelola semua perusahaan listrik dan gas dan lokasi berada didalam
saty wadah organisasi, Tahun 1965, BFU-PLN dibubarkan denpan Peraturan
Pemerintah Momor 19 Tabun 19635 dan dibentuk Perusahaan Listrik Megara (PLN)
dan Perusahann Gas Negara (PGN).

Tahun 1965 pada masa Kabinel Ampera, PLN ditempatkan dibawah
Direktorat Jenderal Temaga dan Liswik di dalam  lingkungan Depariemen
Perindustrian  Dasar Rinpan dan  Tenaga (DEPPDARIGA). Tahun 1972,
Perusabaan Listrik Negara {PLN) ditetapkan sebagai Perusabaan Umum melalui
Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tabun 1972, dimana tugas-tugasnyva untuk
mengatur . membina, mengwasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang
kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagai perusahaan.

Berdasarkan  Undang-Undang  Momor 15 Tahun 1983 tentang
Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerinlah Nomor 10 Tahun 1980, ditetapkan
bahwa Perusahaan Listrik Megara (PLN) merupakan salab satu pemegang kuasa
usahah Ketepagalistrikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1990 Perusahaan Listrik MNegara (PLN) diubah menjadi Perusabaan  Umum
{Prerum) Listnk MNegara

Pada 1994, herdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 1974

Perpsahaan Umuom (Perum)  Listrik Negara berubah memadi  Perosahaon

34
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

Prosedur penyaringan Commanditaire Vennootschap {CV)} Onenov dalam
perjanjian pengadaan kawat dan kabel dengan Pecseroan Terbatas Perusahaan
Listrik Negara (PT. PLM {Iersero) ) Wilayah Sumatera Barat menggunakan
metode pemiliban langsune yang berpedoman kepada Keputusan Direksi PT.
PLM (Persera) No. 100K/ O10/DIR2004 tangeal 7 Juni 2004 temtang
Pedoman Pepgadaan Barang ¢ Jasa di Lingkungan PT, PLN {Persero) ) dan
keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 200 K010/DHR2004 tangeal 28
Seplember 2004 tentang Penjelasan Pedoman Penpadaan Barang / Jasa di
Lingkungan PT. PLN (Persero).

Dalam  hal pelaksanaan  perjanjian  pengadaan kawat dan kabel antara
Perseroan Terbatas Peruszhaan Listrik Negara (PT. PLN {Persero) ) Wilayah
Surmatern Barat dengan Commanditaive Fernotschap (CV) Onenoy, perjanjian
tersebut telah dilaksanakan kedua belah pikak sesual dengan isi perjanjian
tersehul, dan peranjian tersebot tidak menpandung ketentuan-ketenluan vang
merugikan pemerintah, mergikan kepentingan umum dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yvang ada.

11
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Didalam pelaksanaan perjanjian pengadaan kawat dan kabel antara Perseroan
Terbatas Perusahaan Listrik Negara (T, PLN (Persero) ) Wilayah Sumatera
Baral denpan Commanditeire Vennotschap (CV) Onenav, tidak ada kendala-
kendala dalam pelaksanaannys, baik it dari pihak Perseroan Terbatas
Perusahaan Listrik MNegara (PT. PLN (Persero) | Wilayah Sumatera Barat

maupun dari pihak Commanditaire Venmotschap (CV) Onenov,

B. Saran

Dhari hasil penelitian dan pembahasan penelits, memberikan saran sehagal

berikut ;

1.

B

Dalam setisp pekerjaan pengadasn barang dan jasa pada Perscroan Terbatas
Perusahaan Listeik Megara (PT. PLN (Persero) } Wilayvah Sumastera Barat,
hendaknyva pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listik Negara (PT, PLN
{Persero) 1 Wilayah Swmatera Barat lebih mempermudah syarat-syarat yang
harus dipenuhi aleh pihak rekanan, sehingga pihak rekanan yang modainya
sedikit dapat juga mengikuti proyek-proyek pengadaan barang [ jasa pada
Perseroan Terhatas Perusahaan Listrik Negara (PL PLN (Persero) | Wilayah
Suimatera Baral.

Dalam setisp pekerjaan pengadaon barang dan jasa pada Perseroan Terbatas
Perusahaan Listrik Mepara (1. PLN (Persero) ) Wilayah Sumatera Barat
vang menggunakan metode pemilihan langsung, hendaknya pihak Perseromm

Terbatas Perusghaan Listrik Wewara (PT. PLN (Persero} | Wilayah Sumatera



Baral juga mengundang pibak rekanan- rekanan yang baru untuk menciptakan
persaingan vang lebih sehat.

Agpar pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa terhindar dan hal-hal yang
dapal mempersulit dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa
pada Perseroan Terbatas Perusahaan Listnk MNegara {PT. PLN (Persero) }
Wilayah Sumatera Barat, maka pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa

harus benar-benar memahami isi petjanjian tersebut.
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